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Abstrak: Makna Profesionalisme bagi Diri Petugas Pemeriksa Pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pemaknaan profe
sionalisme oleh petugas pemeriksa pajak dalam pelaksanaan tugasnya. 
Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan kajian atas teori yang 
ada, wawancara, dan observasi informan. Data tersebut dianalisis de
ngan menggunakan teknik pendekatan studi fenomenologi. Hasil pene
litian memberikan sebuah makna baru tentang profesionalisme dalam 
pemeriksaan pajak yaitu proses pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang 
dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Hasil penelitian terse
but dapat menjadi bahan informasi bagi pengambil kebijakan di lingku
ngan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengambil kebijakan ter
kait pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak.

Abstract: The Meaning of Professionalism for Tax Auditors. This 
study aims to obtain an overview of the meaning of professionalism by 
the tax auditor in carrying out his duties. The research data was collected 
by conducting a review of existing theories, interviews, and informant ob-
servations where the data were analyzed using the phenomenology study 
approach technique. The results of the study provide a new meaning of 
professionalism in tax audits, namely the process of examining taxpayers 
carried out following applicable procedures. The results of these studies 
can be information material for policymakers in the Tax Regulatory to take 
policies related to examinations conducted by tax audit officers.

Etika profesional merupakan salah 
satu jenis etika yang telah banyak dipelajari 
oleh para filsuf dan telah mendapatkan ba
nyak perhatian dari para psikolog (Murphy, 
2017; Stuebs & WhiteakerPoe, 2018; Sutti
pun, Sattayarak, Duangpanya, & Runglert
krengkrai, 2018). Pada awal tahun 1980an 
profesi telah mengalami perubahan besar 
dalam sifat pekerjaannya. Hal ini dikare
nakan sebagian besar pekerjaan profesional 
berjumlah besar dan terdapat dalam suatu 
organisasi yang majemuk (Budisusetyo & 

Subroto, 2012; Lutfillah, Mangoting, Wijaya, 
& Djuharni, 2016; Siriwardane, Hu, & Low, 
2014). Pekerjaan profesional ini melahirkan 
sebuah nilai profesionalisme sebuah profesi 
yang nilainya dapat dipertahankan dengan 
memasuki sebuah organisasi profesional. 
Sebagai contoh profesi berkaitan dengan me
dis. Dalam profesi tersebut terlihat sebuah 
idealisme yang tinggi, perasaan atas pen
tingnya sebuah pekerjaan, dan dipe ngaruhi 
oleh sebuah etika profesional (Bobek, Hage
man, & Radtke, 2015; Carrington, 2010). 
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Setiap profesi memiliki peranan yang pen
ting dalam masyarakat modern yang me
merlukan proses pembentukan identitas 
profesional sebagai parameter yang dapat 
digunakan untuk menunjukkan kemam
puan profesi tersebut sehingga mendapat
kan kepercayaan dari masyarakat  (Broberg, 
Umans, Skog, & Theodorsson, 2018; Chiang, 
2016; Peytcheva, 2014). Identitas profesional 
dari sebuah profesi menjadi hal yang sangat 
penting bagi pekerja di bidang profesi terse
but karena identitas tersebut menjadi moti
vasi dan suntikan moral bagi pekerja untuk 
bekerja dengan baik dan lebih baik lagi (Ben
nett, Hatfield, & Stefaniak, 2015; Eulerich, 
Theis, Lao, & Ramon, 2018; Fiolleau, Ho
ang, Jamal, & Sunder, 2013; Westermann, 
Bedard, & Earley, 2015). Seseorang disebut 
profesional apabila memiliki kemampuan 
teknikal dan mampu memberikan jasa pro
fesionalnya yang memadai (Gimbar, Jenkins, 
Saucedo, & Wright, 2018; Olsen & Gold, 
2018; Sitorus, 2019). 

Sebuah profesi cenderung memiliki 
lingkungan yang eksklusif guna memper
tahankan kemampuannya sehingga mem
peroleh kepercayaan dari masyarakat dalam 
menjalankan profesinya. Herda & Martin 
(2016), Heyrani, Banimahd, & Roudposhti 
(2016), dan Utami, Jori, & Hapsari (2017) 
menjelaskan bahwa seorang akuntan, se
perti pekerja dalam profesi lainnya, memiliki 
tanggung jawab etis dan sebagai tambahan 
atas keahlian bisnisnya seorang akuntan 
harus mampu melakukan observasi terkait 
etika yang fundamental dalam pekerjaan
nya. Pelaksanaan proses audit harus dapat 
dipastikan telah dijalani dengan standar 
kualitas yang tinggi (Iyer, Jones, & Raghu
nandan, 2018; Ugrin & Odom, 2017). Be
berapa peneliti menjelaskan bahwa para 
auditor harus memiliki pemahaman yang 
memadai mengenai kualitas audit itu seperti 
apa (Legoria, Rosa, & Soileau, 2017; Seck
ler, Gronewold, & Reihlen, 2017; Yan & Xie, 
2016). Proses audit yang memadai tidak ha
nya dipahami melalui sekumpulan alat ana
lisis yang dimiliki oleh auditor dan menjadi 
pendukung opini audit yang terdapat dalam 
laporan audit (Armitage & Moriarity, 2016; 
Mintz, Dang, & Savage, 2013). Akuntan 
publik memiliki kesepakatan secara umum 
untuk mengembangkan pemahaman atas 
apa yang dimaksud dengan profesio nal dan 
identitas profesional mempengaruhi pe
rilaku dan konsep diri dari akuntan terse
but secara langsung (Adhikari & Jayasinghe, 

2017; Dobija, 2018; Hart, Kremin, & Pasew
ark, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pro
fesionalisme menjadi sesuatu yang penting 
bagi para akuntan publik dalam melakukan 
segala tindakannya.

DJP selaku instansi pemerintah yang 
memiliki tugas mengumpulkan penerimaan 
negara harus bertindak secara profesional 
ketika mencari penerimaan negara untuk 
digunakan dalam pembangunan nasional. 
Perilaku profesional yang harus dijalankan 
oleh para pegawai DJP salah satunya ada
lah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jen
deral Pajak diatur bahwa pihak yang diberi 
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan 
tidak hanya pejabat fungsional pemeriksa 
pajak (FPP), tetapi bisa juga dilakukan oleh 
petugas pemeriksa pajak (P3) yang ditunjuk 
oleh Kepala Unit Kerja. Perluasan kewenang
an untuk melakukan pemeriksaan tersebut 
dikarenakan rendahnya jumlah pejabat FPP 
yang hanya berjumlah 4.628 orang, sedang
kan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah 
sebesar 30.574.428. Petugas Pemeriksa Pa
jak adalah jabatan baru yang dibentuk oleh 
Menteri Keuangan dalam rangka memper
luas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak 
dalam melakukan pemeriksaan. Perluasan 
kewenangan ini tentunya mempertimbang
kan nilainilai organisasi yang dimiliki oleh 
Kementerian Keuangan. Nilai Kementerian 
Keuangan yang berkaitan dengan perluas
an kewenangan pemeriksaan adalah profe
sionalisme yang memiliki pengertian bekerja 
dengan tuntas serta akurat yang didasari 
kompetensi terbaik dengan penuh tanggung 
jawab serta memiliki komitmen yang tinggi. 
P3 yang dibentuk tersebut tentunya harus 
memiliki nilai profesionalisme yang sama 
dengan Pejabat FPP sehingga dalam melaku
kan pemeriksaan pajak dapat menghasilkan 
sebuah hasil yang berkualitas. Namun, tidak 
semua P3 di dalam Direktorat Jenderal Pajak 
merasa memiliki nilai profesionalisme yang 
sama dengan Pejabat FPP. Hal ini dikare
nakan secara substantif terdapat beberapa 
perbedaan di antara kedua pihak tersebut. 
Tiga perbedaan mendasar antara kedua je
nis pemeriksa pajak tersebut antara lain 
perbedaan latar belakang pendidikan, syarat 
yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi 
pemeriksa pajak, dan tugas yang dilakukan 
oleh kedua jenis pemeriksa pajak.
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Penelitian yang dilakukan sehubu ng
an dengan profesionalisme profesi akun
tansi telah banyak dilakukan oleh bebera
pa peneliti. Mataira & Peursem (2010) dan 
Sidaway, Lange, Bouilheres, & Sangster 
(2013) melakukan penelitian mengenai pro
fesionalisme terkait profesi akuntansi. Me
reka melakukan analisis mengenai profesi 
akuntansi yang ada di Inggris dalam kait
annya dengan pemisahan dari nilai profe
sional sebuah profesi dan diversifikasi pasar 
serta menghubungkannya dengan temuan 
empiris yang rinci dari penelitian kualitatif 
yang dilakukan terhadap dua dari lima kan
tor akuntan besar di Inggris. Norton (2018) 
melakukan analisis mengenai profesiona
lisme bagi seorang auditor. Dalam peneliti
annya disimpulkan bahwa proses audit yang 
memadai adalah sebuah proses yang mem
buat auditor bagaikan seorang pemuka ag
ama dan memiliki ritual verifikasi. Semen
tara itu, aspek profesional adalah hal yang 
penting dalam menghasilkan proses audit 
yang memadai. Adapun penelitian baik ter
hadap profesionalisme pemeriksa pajak juga 
menunjukkan hasil yang sama dengan pene
litian terhadap profesionalisme profesi akun
tansi maupun profesionalisme auditor. Ho
gan & Noga (2015) dan Muhammadi, Ahmed, 
& Habib (2016) menyatakan bahwa pemerik
sa sebagai ujung tombak pemeriksaan pajak 
seharusnya didukung dengan kemampuan, 
kemauan, dan pengalaman yang seimbang 
dalam melakukan pemeriksaan. Hasil pe
nelitian Yusof, Ling, & Wah (2014) menun
jukkan bahwa semakin tinggi kompetensi 
yang dimiliki, kinerja pemeriksa pajak akan 
meningkat. Dengan adanya kompetensi yang 
tinggi tersebut, nilai profesionalisme peme
riksa pajak juga akan tinggi. Azis, Mangoting, 
& Lutfillah (2015) dan Saiewitz & Kida (2017) 
melakukan penelitian mengenai efek dari je
nis komunikasi yang dilakukan oleh auditor 
dan “nada” profesional terhadap tanggapan 
klien atas proses audit yang dilakukan. Ha
sil penelitian menunjukkan bahwa jika au
ditor meminta informasi melalui surat elek
tronik, tanggapan klien lebih banyak yang 
bias dibandingkan dengan penyampaian in
formasi melalui audio atau visual.

Freidson (2001) menyatakan bahwa 
pengetahuan dan keterampilan khusus 
menjadi penentu dari posisi profesionalisme. 
Sementara itu, Evetts (2013) berargumen 
bahwa profesionalisme merupakan sebuah 
bentuk khusus dari kendali pekerjaan yang 
terdesentralisasi dan regulasi yang merupa

kan komponen pembentuk dari masyarakat 
sipil. Kata “profesionalisme” dapat dipahami 
dengan makna yang berbeda oleh Petugas 
Pemeriksa Pajak. Perbedaan pemahaman 
tersebut adalah sesuatu yang wajar dikare
nakan manusia memiliki kehendak bebas 
untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai 
dengan prinsipnya. Adanya perbedaan pe
mahaman atas kata “profesionalisme” akan 
mempengaruhi proses pemeriksaan pajak 
yang dilakukan di mana hal tersebut pada 
akhirnya juga akan mempengaruhi kuali
tas hasil pemeriksaan pajak itu sendiri. P3 
adalah sebuah jabatan baru di lingkungan 
DJP yang dibentuk karena adanya peruba
han ketentuan. Jabatan baru yang diben
tuk akan mempengaruhi pemahaman para 
pelakunya terhadap makna kata “profe
sionalisme” karena jabatan baru tersebut 
hanya merupakan sebuah tugas tambahan 
yang harus dilaksanakan selain tugastugas 
yang sudah ada. Situasi inilah yang menja
di dasar peneliti melakukan penelitian ini 
dengan menggunakan paradigma interpretif. 
Peneliti ingin memperoleh pemahaman atas 
pandangan subjektif P3 terhadap makna 
kata “profesionalisme”.

METODE
Dengan berdasarkan pada fenome

na munculnya jabatan baru di Direktorat 
Jenderal Pajak, penelitian akan dilaku
kan dengan pendekatan fenomenologi. Je
nis pendekatan kualitatif yang akan diam
bil dalam penelitian ini adalah pendekatan 
feno menologi transedental. Fenomenologi 
transedental tidak berfokus pada intrepre
tasi dari peneliti, tetapi menekankan penja
baran pengalaman yang dijalani oleh parti
sipan (Husserl, 1970; Cibangu & Hepworth, 
2016). Studi fenomenologi merupakan ka
jian yang mendeskripsikan tentang suatu 
makna bagi beberapa individu yang diangkat 
pengalaman hidup atau fenomena mereka. 
Seorang fenomenologis harus memfokuskan 
diri pada penggambaran apa yang dimiliki 
semua informan saat mengalami fenome
na. Tujuan dasar dari fenomenologi adalah 
untuk mengurangi pengalaman individu de
ngan fenomena ke deskripsi esensi universal 
(Creswell, 2007; Lehn & Hitzler, 2015). Oleh 
karena itu, peneliti mengumpulkan data dari 
informan yang memiliki pengalaman dan 
pengetahuan tentang fenomena yang diteli
ti dan kemudian mengembangkan sebuah 
deskripsi dari esensi pengalaman yang dija
lani oleh setiap individu. 
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Crowther, Ironside, Spence, & Smythe 
(2017) dan Deketelaere (2018) berargumen 
bahwa fokus pada sebuah konsep di mana 
peneliti menyisihkan pengalaman mereka 
sebanyak mungkin untuk dapat mengambil 
perspektif baru dari sebuah fenomena yang 
diteliti. Para peneliti yang menganut ide ini 
akan memulai sebuah penelitian dengan 
menggambarkan pengalaman mereka sendi
ri dengan fenomena dan menghilangkan 
pandangan mereka sebelum melanjutkan
nya dengan pengalaman orang lain.

 Informan yang akan diteliti di sini 
adalah tiga orang Petugas Pemeriksa Pa
jak (Adi, Andi, dan Budi) di tiga Kantor Pe
layanan Pajak (KPP) yang berbeda. Ketiga 
petugas tersebut memiliki pengalaman yang 
berbedabeda dalam melakukan pemerik
saan pajak. Pemilihan informan ini didasar
kan pada beberapa kriteria. Pertama, infor
man adalah Petugas Pemeriksa Pajak yang 
bertugas di tiga besar KPP yang memiliki 
jumlah laporan hasil pemeriksaan terbanyak 
dalam suatu wilayah. Kriteria ini digunakan 
dengan argumen bahwa KPP yang melaku
kan kegiatan pemeriksaan pajak terbanyak 
menunjukkan tingkat keaktifan Petugas Pe
meriksa Pajak dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya sehingga diharapkan infor
masi mengenai pemaknaan profesionalisme 
Petugas Pemeriksa Pajak dapat diperoleh se
cara komprehensif. Kedua, petugas pemerik
sa pajak telah bertugas di KPP tersebut se
lama minimal satu tahun. Dan yang ketiga, 
Petugas Pemeriksa Pajak adalah satu orang 
petugas yang bertugas di Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi 2/3/4 atau satu orang petu
gas yang bertugas di Seksi Pemeriksaan 
yang melakukan pemeriksaan pajak selain 
pemeriksaan dengan tujuan lain. Selain ke
tiga informan tersebut, peneliti juga akan 
menjadi informan tambahan dalam peneli
tian ini mengingat peneliti juga merupakan 
seorang petugas pemeriksa pajak, sehingga 
peneliti dapat menyampaikan pandangan 
subjektifnya mengenai profesionalisme petu
gas pemeriksa pajak dalam proses pemerik
saan pajak. Peneliti akan mengumpulkan 
data dari informan mengenai pemaknaan 
profesionalisme petugas pemeriksa pajak 
dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan. 
Data akan dianalisis dengan menggunakan 
teknik yang dijabarkan oleh Sanders (1982). 
Teknik analisis data tersebut terdiri dari 
empat tahap. Pertama, peneliti menjabar
kan fenomena berdasarkan hasil wawancara 
yang telah direkam. Fenomena yang diper

oleh dari hasil wa wancara tersebut dijabar
kan serinci mungkin untuk mencari dan 
menjabarkan kualitas dari pengalaman ser
ta kesadaran informan. Kedua, peneliti akan 
mencari tema yang ada dalam deskripsi data 
hasil wawancara berupa fenomena sehingga 
tema yang diperoleh dapat dijadikan acuan 
bagi peneliti dalam menemukan jawaban 
pertanyaan penelitian. Peneliti kemudian 
akan mengatur data menjadi beberapa ka
tegori dengan berdasarkan pada tema, kon
sep, ataupun fitur yang selaras. Proses ini 
biasa disebut dengan reduksi fenomenologi 
(bracketing). Kemudian yang ketiga, peneli
ti melakukan pengembangan noema dan 
noesis. Selanjutnya, data mentah akan di
olah oleh peneliti menjadi sebuah kategori 
konseptual dan menyusun tema untuk me
nemukan pemaknaan profesionalisme bagi 
petugas pemeriksa pajak dalam menjalan
kan pemeriksaan pajak. Keempat, peneliti 
akan mengabstraksikan esensi dari korelasi 
antara noema dan noesis yang biasa disebut 
sebagai proses eidetic reduction. Proses ini 
dilakukan dengan melakukan analisis ha
sil wawancara tersebut untuk disan dingkan 
dengan parameter yang digunakan Direk
torat Jenderal Pajak dalam menilai ting
kat profesionalisme Petugas Pemeriksa Pa
jak dan teori profesionalisme dari Freidson 
(2001) dan Evetts (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap individu memiliki pemikiran 

masingmasing terhadap sesuatu hal. Hal 
ini dikarenakan berbagai macam faktor 
yang melandasinya antara lain perbedaan 
latar belakang pendidikan, perbedaan pe
ngalaman hidup yang dijalani, dan pengaruh 
lingkungan sekitar. Petugas Pemeriksa Pajak 
selaku salah satu pihak yang mendapatkan 
kewenangan dari DJP untuk melakukan pe
meriksaan terhadap Wajib Pajak juga memi
liki pemikiran yang berbedabeda mengenai 
nilai profesionalisme yang harus diterapkan 
dalam pekerjaannya. Adi menyampaikan 
bahwa nilai profesionalisme yang dimiliki 
oleh Kementerian Keuangan merupakan se
buah nilai yang harus diterapkan dalam se
tiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 
Kementerian Keuangan. Hal ini ditunjukkan 
dengan pernyataan Adi sebagai berikut.

“Nilai Kementerian Keuangan (di 
mana salah satunya adalah pro
fesionalisme) merupakan sebuah 
nilai yang mulia. Nilainilai ini ha
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rus menjadi landasan bagi para 
pegawai Kementerian Keuangan 
dalam melaksanakan tugastu
gasnya. Tanpa adanya nilainilai 
ini, maka tugas yang dilakukan ti
dak akan memberikan hasil yang 
memadai (Adi).”

Pernyataan yang disampaikan oleh Adi 
mengandung sebuah noema yang menun
jukkan bahwa terdapat hubungan antara 
implementasi nilai Kementerian Keuangan 
dengan hasil pekerjaan yang diberikan ke
pada pegawai Kementerian Keuangan. Nilai
nilai Kementerian Keuangan ini juga mampu 
mengubah sudut pandang sebagian besar 
pegawai ketika melakukan pekerjaannya 
(noesis). Dalam artian dengan adanya nilai
nilai ini, maka pegawaipegawai Kementerian 
Keuangan akan bekerja sesuai dengan nilai 
yang dijunjungnya tersebut demi tercapai
nya visi dan terlaksananya misi organisasi.

Penerapan nilainilai Kementerian 
Keuangan yang dapat mempengaruhi ber
jalannya sebuah organisasi juga disam
paikan oleh Andi. Dalam pernyataannya 
Andi menyatakan bahwa:

“Nilai organisasi merupakan se
buah nilai yang harus dipedomani 
dan diterapkan dalam kehidupan 
setiap pegawai Kementerian 
Keuangan. Hal ini dikarenakan 
nilainilai tersebut menjadi pagar 
bagi pegawaipegawai Kementeri
an Keuangan yang akan melaku
kan kesalahan. Direktorat Jen
deral Pajak sebenarnya sudah 
memiliki kode etik yang rinci ter
kait perilaku yang harus dija lani 
oleh masingmasing pegawai. Jika 
seluruh pegawai DJP menjalani 
kode etik tersebut, maka nilai
nilai Kementerian Keuangan se
cara otomatis akan dijalani dan 
imbas dari semua itu adalah di
perolehnya hasil pekerjaan yang 
memadai (Andi).”

Pernyataan Andi tersebut mengan
dung sebuah noema bahwa nilai organisasi 
me rupakan sebuah nilai yang harus dipe
doman i dan diterapkan dalam kehidupan 
setiap pegawai. Hal ini dikarenakan nilai or
ganisai tersebut menjadi pagar bagi pegawai 
Kementerian Keuangan yang akan melaku
kan kesalahan. Dengan epoche Andi ber

pendapat bahwa nilainilai Kementerian 
Keuangan dapat menjadi sebuah alat yang 
dapat mempengaruhi baik buruknya pe
rilaku para pegawai Kementerian Keuangan.

Informasi yang disampaikan oleh Adi 
dan Andi menunjukkan bahwa nilainilai 
Kementerian Keuangan adalah panduan 
utama bagi pegawai Kementerian Keuangan 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masingmasing sehingga tujuan organisasi 
dapat tercapai. Direktorat Jenderal Pajak se
bagai salah unit eselon 1 di bawah Kemen
terian Keuangan telah mempunyai kode etik 
tersendiri bagi para pegawainya. Pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak yang mengim
plementasikan kode etik tersebut, secara 
langsung nilainilai Kementerian Keuangan 
telah diterapkan juga secara otomatis demi 
terwujudnya tujuan organisasi. Noorde
graaf (2016) dan Pike, Chui, & Olvera (2016) 
menyatakan bahwa sebagai sebuah kelom
pok yang profesional, para profesi terse
but memiliki kewenangan untuk mengatur 
klien, selalu meningkatkan kemampuan dan 
pengetahuannya, serta meningkatkan inten
sitas dalam pengambilan tindakan oleh pro
fesi tersebut.

Nilai profesionalisme menjadi salah 
satu nilai organisasi Kementerian Keuangan 
yang harus dijalani oleh para pegawai Ke
menterian Keuangan ketika melakukan tu
gasnya termasuk di dalamnya pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak. Prinsip utama dalam 
sebuah pekerjaan adalah pengelolaan profe
sionalisme secara berkelanjutan di mana hal 
yang paling penting adalah adanya pengeta
huan dan keahlian yang dimiliki oleh peker
ja tersebut (Cardoso, Leite, & Aquino, 2018; 
Cohen, Dalton, & Harp, 2017; Mas & Barac, 
2018). Prinsip yang dijelaskan oleh Freidson 
(2001) menunjukkan bahwa pengetahuan 
dan keahlian menjadi dua hal utama yang 
dijadikan parameter bagi seorang pekerja 
dapat dikatakan profesional. Lalu, menjadi 
menarik mengenai  profesionalisme menurut 
petugas pemeriksa pajak. Adi menyam
paikan bahwa profesionalisme adalah memi
liki kemampuan dalam sebuah pekerjaan 
yang dilakukan. Pernyataan Adi menunjuk
kan hal tersebut.

“Saya mau mengawali dari arti 
profesionalisme itu dulu. (Bukan
nya profesionalisme itu punya ke
mampuan dulu, baru kemudian 
bekerja sesuai dengan kemam
puan dan keahliannya. Dan dilan
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jutkan dengan bekerja sesuai de
ngan prosedur). Baru inilah yang 
dinamakan profesional. Terkait 
profesionalisme petugas pemerik
sa pajak dalam melakukan peme
riksaan, kami mau tidak mau pada 
saat melakukan pemeriksaan pa
jak harus profesional. Dalam ar
tian, kami harus punya kemam
puan dulu. Jadi sebelum ketemu 
WP, kita pastikan dulu semua da
tadatanya. Kami biasanya simu
lasikan dulu dengan temanteman 
terkait proses pemeriksaan yang 
nanti akan dijalani. Tujuannya 
biar nanti pada saat bertemu WP 
tidak plonga plongo (Adi).”

Pernyataan di atas menunjukkan se
buah noema bahwa profesionalisme itu ha
rus memiliki kemampuan terlebih dahulu 
baru kemudian melakukan pekerjaan se
suai dengan kemampuan dan keahliannya. 
Adi menegaskan bahwa petugas pemeriksa 
pajak yang profesional adalah petugas yang 
memiliki kemampuan dalam melakukan 
pemeriksaan sehingga proses pemeriksaan 
dapat dilakukan sesuai dengan tata cara 
yang berlaku (noema). Adapun noesis dari 
pernyataan Adi adalah bahwa kemampuan 
melakukan pemeriksaan didapatkan dengan 
melakukan simulasi dengan temanteman 
sejawat untuk mengetahui proses peme
riksaan pajak yang akan dilakukan. Tujuan 
dari simulasi yang dilakukan adalah untuk 
menjaga martabat di depan Wajib Pajak yang 
akan diperiksa. Melalui epoche pernyata
an Adi menunjukkan bahwa kemampuan 
melakukan pemeriksaan wajib dimiliki oleh 
seorang P3 sebelum proses pemeriksaan 
pajak dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar 
proses pemeriksaan pajak dapat dilakukan 
dengan profesional dan sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku. Kemampuan 
melakukan pemeriksaan adalah sesuatu 
yang tidak dapat dibentuk secara instan. Adi 
memberikan penegasan sebagai berikut.

“Kendala paling besar yang 
ditemui pada saat pemeriksaan 
adalah di latar belakang. Latar 
belakang fungsional tidak diben
tuk satu hari dua hari. Fungsional 
pemeriksa pajak baru sekali pun, 
maka ia akan menjadi anggota tim 
yang paling bawah. Di awalawal 
ia kebagian nyatet dan menuang

kannya di dalam KKP. Background 
pemeriksaan itu yang tidak dimi
liki oleh para petugas pemeriksa 
pajak (Adi).”

Pernyataan di atas mengandung sebuah 
noema bahwa latar belakang pendidikan dan 
pelatihan di bidang pemeriksaan menjadi se
suatu yang sangat penting dalam menunjang 
proses pemeriksaan pajak yang dilakukan 
oleh P3. Noesis dari pernyataan Adi menun
jukkan bahwa kemampuan melakukan pe
meriksaan tidak dapat dibentuk dalam wak
tu singkat melainkan membutuhkan sebuah 
proses yang panjang dan berkelanjutan. Ke
mampuan melakukan pemeriksaan menjadi 
hal yang sangat penting bagi petugas peme
riksa pajak. Hal ini dikarenakan proses pe
meriksaan pajak adalah proses pemeriksaan 
yang rumit dan memiliki prosedur yang sa
ngat banyak. Petugas pemeriksa pajak yang 
tidak memiliki kemampuan ini akan me
ngalami hambatan dalam melakukan pro ses 
pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, para 
petugas pemeriksa pajak berusaha untuk 
mengadakan kemampuan pemeriksaan da
lam rangka menunjang tugas mereka yai
tu melakukan pemeriksaan pajak terhadap 
Wajib Pajak yang belum melaksanakan ke
wajiban perpajakannya dengan tertib sesuai 
peraturan yang berlaku di Indonesia.

Petugas pemeriksa pajak memang ha
rus memiliki kemampuan melakukan pe
meriksaan pajak. Namun, jika petugas yang 
bersangkutan tidak memiliki kemampuan 
tersebut, pengalaman melakukan pemerik
saan dapat menjadi sebuah senjata peng
ganti yang efektif dalam melakukan peme
riksaan pajak. Andi menyatakan hal tersebut 
sebagaimana tercantum di bawah ini.

“Untuk di DJP memang saya baru 
pertama kali melakukan peme
riksaan. Namun, sebelum saya 
bertugas di DJP saya memiliki 
pengalaman memeriksa. Pada 
Tahun 2009 pernah melakukan 
pemeriksaan BEM tahun 2007. 
Pemeriksaan itu gampang sih, di 
mana ada suatu kondisi ideal ber
dasarkan peraturan yang berlaku. 
Fakta yang ada, kita cek apakah 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Pemeriksaan simpel se
perti itu. Untuk pemeriksaan 
pajak, kondisi ideal didasarkan 
pada undangundang pajak. Ber
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dasarkan pengalaman saya, audit 
di lapangan itu tidak ada jangka 
waktu seperti di pemeriksaan pa
jak. Adapun jangka waktu terkait 
audit lapangan itu terkait kontrak, 
surat tugas, dan lainlain. Hal itu 
ga masalah. Tapi, untuk peme
riksaan pajak, saya harus tanya 
fungsional terkait teknis pemerik
saan serta jangka waktunya. Yang 
paling penting prosedur formalnya 
menurut saya (Andi).”

Andi menyatakan bahwa yang bersang
kutan baru pertama kali melakukan peme
riksaan di DJP pada saat diangkat menjadi 
petugas pemeriksa pajak. Namun, sebelum 
menjadi petugas pemeriksa pajak, yang ber
sangkutan pernah melakukan pemeriksaan 
atas laporan keuangan Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Akuntan
si Negara untuk periode Tahun 2007. Per
nyataan Andi tersebut mengandung sebuah 
noema bahwa pengalaman memeriksa men
jadi sebuah senjata pengganti yang efektif 
(karena tidak adanya kemampuan) untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pa
jak.

Adapun noesis dari pernyataan Andi 
menunjukkan bahwa pemeriksaan adalah 
sebuah proses yang tidak sulit. Terdapat 
sebuah kondisi ideal yang didasarkan pada 
peraturan yang berlaku di mana imple
mentasi di lapangan terkadang tidak se
suai dengan aturan yang berlaku tersebut. 
Atas adanya perbedaan antara kondisi ideal 
dan implementasi di lapangan inilah yang 
mengakibatkan perlu dilakukannya sebuah 
pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Wa
jib Pajak dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatkan informasi apakah Wajib Pajak 
telah menjalankan kewajiban perpajakan
nya sesuai ketentuan perpajakan yang telah 
berlaku atau belum. Petugas Pemeriksa Pa
jak akan memeriksa pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak untuk kemudian 
disandingkan dengan peraturan yang ber
laku. Proses pemeriksaan pajak yang dilaku
kan oleh petugas pemeriksa pajak tidak 
memiliki perbedaan yang signifikan dengan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor 
laporan keuangan. Perbedaan yang tampak 
jelas adalah bahwa dalam proses pemerik
saan pajak terdapat batas waktu yang ha
rus dipenuhi oleh petugas ketika melakukan 
pemeriksaan. Dengan menggunakan epoche, 
pernyataan Andi menggambarkan bahwa 

proses pemeriksaan pajak bukanlah proses 
yang sulit karena yang bersangkutan sudah 
pernah melakukan pemeriksaan laporan 
keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pe

ngalaman menjadi sebuah senjata yang bisa 
digunakan oleh petugas pemeriksa pajak da
lam memeriksa Wajib Pajak.

Terlewatinya batas waktu yang harus 
dipenuhi dalam proses pemeriksaan dapat 
mengakibatkan hasil pemeriksaan menja
di tidak berkualitas. Hal ini selaras dengan 
pernyataan Andi yang menyatakan bahwa 
pemeriksaan pajak memiliki jangka waktu 
yang harus benarbenar diperhatikan (noe-
ma). Kebenaran pemeriksaan pajak secara 
formal menjadi sebuah hal yang sangat 
penting dalam menghasilkan sebuah keteta
pan pajak. Adanya kesalahan formal yang 
dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak 
dapat mengakibatkan ketetapan pajak yang 
diterbitkan dapat batal demi hukum dan 
Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban untuk 
menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Andi juga menegaskan bahwa terkait 
dengan kebijakan pemeriksaan yang baru 
dan tercantum dalam SE 15/2018 terdapat 
risiko yang harus dimitigasi dalam hal Wajib 
Pajak tidak terima atas dilakukannya peme

riksaan pajak oleh petugas pemeriksa pajak. 
Pernyataan Andi sebagaimana disampaikan 
sebagai berikut.

“Tantangan dalam pemeriksaan 
pajak adalah terkait jangka wak
tu berkasberkas yang ada di da
lam proses pemeriksaan itu. Hal 
ini sangat berisiko kalau WPnya 
tidak terima. Terkait SE 15, kita 
dikasih wewenang lebih untuk 
memeriksa tapi kalau kita tidak 
ada kemampuan di sana (peme
riksaan) ya kita tidak bisa melaku
kan itu. Sebelum orang meriksa 
itu, yang perlu dipersiapkan salah 
satunya adalah SDM pemeriksa. 
Lha kita apa siap SDM pemerik
sanya. Coba tanya AR siapa yang 
sudah diklat fungsional. Ga siap 
kita (Andi).”

Dalam pernyataan sebagaimana terse
but di atas, terdapat sebuah noema bahwa 
kemampuan melakukan pemeriksaan men
jadi sesuatu hal yang sangat penting di
miliki oleh para petugas pemeriksa pajak. 
Pernyataan Andi ini juga menjadi sebuah 
penegasan dalam pembahasan sebelumnya 
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di mana kemampuan menjadi hal yang pen
ting bagi petugas pemeriksa pajak. Namun, 
pengalaman melakukan pemeriksaan dapat 
menjadi alat pengganti bagi petugas peme
riksa pajak dalam melakukan pemeriksaan 
pajak. Kemudian, noesis yang terkandung 
dalam pernyataan Andi di atas adalah bah
wa unsur yang perlu dipersiapkan sebelum 
melakukan pemeriksaan adalah adanya 
sumber daya manusianya (SDM Pemerik
sa). Hal tersebut diragukan oleh Andi kare
na sebagian besar petugas pemeriksa pajak 
belum pernah mengikuti pendidikan dan 
pelatihan terkait pemeriksaan pajak. Pe ng
alaman adalah guru yang terbaik. Jargon 
tersebut diangkat oleh Andi sebagai sebuah 
noema yang menunjukkan bahwa kemam
puan memeriksa sangatlah diperlukan.  Na
mun, pengalaman melakukan pemeriksaan 
dapat menjadi sebuah senjata yang efektif 
ketika petugas pemeriksa pajak tidak memi
liki kemampuan melakukan pemeriksaan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada 
bagian sebelumnya bahwa kemampuan 
melakukan pemeriksaan ditunjang dengan 
pengalaman yang mumpuni dapat meng
hasilkan sebuah hasil pemeriksaan pajak 
yang tidak hanya benar secara material, 
tetapi juga hasil yang kuat secara formal. 
Kemampuan melakukan pemeriksaan pa
jak dapat diberikan kepada para petugas 
pemeriksa pajak dengan mengadakan pen
didikan dan pelatihan terkait pemeriksaan. 
Hasil pendidikan dan pelatihan yang diikuti 
oleh para petugas pemeriksa pajak adalah 
berupa sertifikat keahlian yang menyatakan 
bahwa petugas tersebut telah memiliki ke
mampuan dalam melakukan pemeriksaan 
pajak. Kompetensi di bidang pemeriksaan 
menjadi sesuatu yang mutlak harus dimiliki 
oleh pemeriksa pajak. Tidak adanya kompe
tensi yang memadai mengakibatkan proses 
pemeriksaan yang dilakukan akan mene
mukan kendala yang dapat menghambat 
proses penyelesaian pemeriksaan pajak itu 
sendiri dan dapat mengurangi kualitas dari 
hasil pemeriksaan pajak. Budi memberikan 
sebuah pernyataan mengenai hal ini sebagai 
berikut:

“Pemeriksaan ini membutuh
kan standar minimal. Ada stan
darstandar yang harus dipenuhi 
oleh individu pemeriksanya. Pe
meriksaan itu hasilnya kan mem
berikan kepastian hukum. Ketika 

ada hukum kepada WP harus be
narbenar hatihati. Pemeriksaan 
ini ada dua sisi, dari sisi individu 
dan dari sisi prosedur atau atur
an. Dari segi individu, dia harus 
kompeten orangnya. Secara nor
matifnya sudah pernah mengi
kuti pelatihan, tapi walaupun 
yang bersangkutan tidak pernah 
mengikuti pelatihan paling tidak 
dia memiliki background pendi
dikan yang sesuai. Lebih baik lagi 
jika latar belakang ini diperkuat 
dengan adanya sertifikat pelati
han pemeriksaan (Budi).”

Pernyataan yang disampaikan oleh 
Budi tersebut mengandung sebuah noema 
bahwa pemeriksaan pajak membutuhkan 
standar minimal. Dimana hal tersebut dapat 
dilihat dari dua sisi yaitu sisi individu dan 
sisi prosedur atau aturan. Kemudian, Budi 
menyampaikan sebuah noema lain bahwa 
dari segi individu, seorang petugas peme
riksa pajak harus memiliki kompetensi di 
bidang pemeriksaan. Kompetensi ini dibuk
tikan dengan sudah pernah mengikuti pen
didikan dan pelatihan pemeriksaan pajak 
(noesis). Namun, tanpa adanya pelatihan 
pemeriksaan pajak sekalipun tidak menjadi 
masalah sepanjang petugas pemeriksa pajak 
mempunyai latar belakang pendidikan yang 
sesuai.

Budi juga menyatakan bahwa kombi
nasi antara latar belakang pendidikan yang 
selaras dan adanya sertifikat pendidikan 
serta pelatihan yang dimiliki oleh P3 dapat 
memperkuat kemampuan P3 ketika melaku
kan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pa
jak (noesis). Seorang akuntan yang akan 
melakukan audit terhadap laporan keua
ngan harus dibekali dengan pendidikan dan 
pelatihan terkait audit laporan keuangan 
tersebut. Begitu pula dengan pemeriksaan 
pajak, seorang P3 yang akan melakukan pe
meriksaan pajak sudah seharusnya memiliki 
pengetahuan mengenai proses pemeriksaan 
pajak (dapat dibuktikan dengan adanya 
sertifikat pendidikan dan pelatihan terkait 
pemeriksaan pajak) agar proses pemerik
saan pajak sesuai dengan prosedurnya. Pe
meriksaan pajak yang tidak sesuai dengan 
prosedur yang berlaku dapat menghasilkan 
sebuah ketetapan pajak yang lemah secara 
formal dan dapat menurunkan harga diri 
petugas pemeriksa pajak itu sendiri di ha
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dapan Wajib Pajak. Pentingnya pemeriksaan 
pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku 
dijelaskan oleh Budi sebagai berikut:

“Kemudian dari sisi prosedur atau 
aturan, kalau profesional artinya 
ya harus diikuti semua tahapan 
pemeriksaan mulai dari awal ter
bitnya usulan pemeriksaan sam
pai dengan keluarnya SKP kita ha
rus ikuti panduan yang ada. Awal 
pertama kali pemeriksaan data 
konkret, kita pelajari aturannya 
untuk memahami tahapan nya 
dan tanya ke fungsional seperti 
apa prosedurnya. Proses belajar 
untuk pemeriksaan data konkret 
tidak terlalu lama, karena tidak 
terlalu rumit prosesnya (Budi).”

Budi menyatakan bahwa pemeriksaan 
pajak yang sesuai dengan prosedur dan 
aturan yang berlaku dimulai dari awal diaju
kannya usulan pemeriksaan sampai dengan 
terbitnya ketetapan pajak terutang adalah 
pemeriksaan pajak yang profesional (noe-
ma). Hal ini dikarenakan pemeriksaan pajak 
yang sesuai dengan tata cara yang berlaku 
dapat menghasilkan sebuah ketetapan pajak 
yang kuat dari sisi materiil dan sisi formal
nya. Adapun yang biasa dilakukan oleh para 
petugas pemeriksa pajak untuk memasti
kan bahwa pemeriksaan pajak sesuai den
gan prosedur yang berlaku adalah dengan 
menanyakan ke rekan fungsional pemeriksa 
pajak mengenai tata cara pemeriksaan pa
jak (noesis). Proses pembelajaran ini perlu 
dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak se
belum pemeriksaan dilakukan.

Sertifikat di bidang pemeriksaan pa
jak menunjukkan bahwa seorang petugas 
memiliki kemampuan dalam melakukan pe
meriksaan pajak. Adanya sertifikat tersebut 
menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak 
dilakukan oleh pihak yang memiliki kom
petensi. Pentingnya kompetensi ini disam
paikan oleh Andi yang memiliki latar be
lakang pendidikan Sarjana Komputer. Andi 
menyampaikan pernyataan sebagai berikut.

“Pengangkatan AR menjadi Petu
gas Pemeriksa Pajak adalah hal 
yang menarik sepanjang proses 
pemeriksaan pajak yang dijalani 
adalah pemeriksaan khusus ter
kait data konkret. Namun, peru
bahan kebijakan semakin mem

perbesar kewenangan AR dalam 
melakukan pemeriksaan. Kalau 
pemeriksaan pajak yang dilaku
kan hanya pemeriksaan terkait 
data konkret, hal tersebut tidak 
masalah. Tapi, kalau pemeriksaan 
yang dilakukan adalah peme
riksaan satu atau beberapa jenis 
pajak, ini patut dipermasalah
kan. Karena banyak AR yang ti
dak mempunyai kompetensi dasar 
untuk melakukan pemeriksaan. 
Kompetensi pemeriksaan sangat 
diperlukan sebagai mitigasi risiko 
terjadinya permasalahan dalam 
proses pemeriksaan itu sendiri 
(Andi).” 

Pernyataan Andi tersebut mengandung 
sebuah noema bahwa jika Petugas Pemerik
sa Pajak tidak memiliki kompetensi di bidang 
pemeriksaan dapat mengakibatkan proses 
pemeriksaan berjalan tidak sebagaimana 
mestinya. Sebagai akibatnya, ketetapan pa
jak yang dihasilkan oleh Petugas Pemeriksa 
Pajak adalah ketetapan yang lemah dari sisi 
formal ataupun materiil. Kompetensi peme
riksaan sangat diperlukan sebagai mitigasi 
risiko terjadinya permasalahan dalam pe
meriksaan itu sendiri (noesis). Kompetensi 
menjadi sebuah nilai utama bagi petugas 
pemeriksa pajak dalam melakukan peme
riksaan pajak untuk menghasilkan sebuah 
ketetapan pajak yang berkualitas. Tidak 
adanya kompetensi di bidang pemeriksaan 
yang dimiliki oleh Petugas Pemeriksa Pajak 
dapat mengakibatkan proses pemeriksaan 
berjalan tidak sebagaimana mestinya. Se
bagai akibatnya, ketetapan pajak yang di
hasilkan oleh Petugas Pemeriksa Pajak ada
lah ketetapan yang lemah dari sisi formal 
ataupun materiil.

Sertifikasi adalah sebuah proses yang 
perlu dijalani oleh setiap pihak yang ingin 
memiliki keahlian di bidang tertentu. Hal ini 
dikarenakan dengan adanya sertifikat keah
lian menunjukkan bahwa pemilik sertifikat 
tersebut memiliki keahlian tertentu. Petugas 
pemeriksa pajak yang ahli dalam melakukan 
pemeriksaan pajak dapat ditunjukkan salah 
satunya dengan adanya sertifikat di bidang 
pemeriksaan pajak yang dimiliki oleh petu
gas tersebut. Penjelasan yang diberikan oleh 
Budi menunjukkan bahwa petugas pemerik
sa pajak harus memiliki sertifikasi keahlian 
di bidang pemeriksaan. Sertifikasi tersebut 
menunjukkan kepada Wajib Pajak bahwa 
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pemeriksaan yang dilakukan adalah peme
riksaan yang sesuai dengan tata cara serta 
aturan yang berlaku.

P3 merupakan pegawai di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak yang telah me
menuhi syarat tertentu. Salah satu syarat 
yang harus dipenuhi adalah pegawai terse
but diangkat sebagai Account Representative 
(AR) dalam hal latar belakang pendidikan 
pegawai tersebut adalah SMA atau sedera
jat. Persyaratan tersebut menunjukkan bah
wa setiap AR yang ada di lingkungan DJP  
dapat diangkat menjadi Petugas Pemerik
sa Pajak. Namun, dalam kenyataannya, 
seluruh AR yang ada di Indonesia memang 
diangkat menjadi Petugas Pemeriksa Pajak 
oleh Kepala KPPnya masingmasing.

Pengangkatan AR menjadi Petugas Pe
meriksa Pajak menghasilkan berbagai pan
dangan yang beragam di lingkungan AR itu 
sendiri. Perlu diketahui Peneliti juga me
rupakan seorang AR yang bertugas di salah 
satu KPP yang ada di Surabaya selama ku
rang lebih 2 tahun. Terkait pengangkatan AR 
menjadi Petugas Pemeriksa Pajak, Peneliti 
berpendapat bahwa hal tersebut adalah se
suatu yang mengejutkan karena tidak adan
ya latar belakang pemeriksaan yang dapat 
mengakibatkan proses pemeriksaan pajak 
dapat berjalan tidak sebagaimana mestinya. 
Hal ini dikarenakan tidak semua AR memi
liki kemampuan untuk melakukan pemeri
ksaan terlepas pemeriksaan yang dilakukan 
oleh P3 adalah pemeriksaan yang “sederha
na”. Kemampuan untuk melakukan peme
riksaan dapat diperoleh melalui beberapa 
cara antara lain melakukan diskusi dengan 
pihakpihak yang pernah melakukan peme
riksaan pajak maupun mempelajari aturan 
yang berlaku secara mandiri. Budi menyam
paikan penjelasannya sebagai berikut.

“Petugas pemeriksa pajak diang
kat hanya berdasarkan penun
jukkan dari Kepala Kantor mas. 
Tidak ada proses sertifikasi atau 
pelatihan terlebih dahulu sebe
lum diangkat menjadi petugas pe
meriksa pajak. Karena kondisinya 
seperti itu, ya kita harus belajar 
dulu mas sebelum memeriksa 
Wajib Pajak. Karena kalau sampai 
kita salah prosedur pemeriksaan, 
maka ketetapan yang kita terbit
kan bisa batal secara hukum dan 
itu hal yang sangat tidak bagus 
untuk DJP ini mas. Karena ada 

tugas itu, kita harus cari tahu 
prosedurnya bagaimana. Konsul
tasi juga dengan pihakpihak se
nior yang sudah pernah melaku
kan. Secara diklat, tidak pernah. 
AR baru tidak pernah melakukan 
proses pemeriksaan, karena ada 
IKU kita kerjakan karena itu akan 
mempengaruhi nilai kita nantin
ya. Untuk mencapai IKU itu, kita 
harus belajar lagi walaupun se
cara kewenangan itu bahasan lain 
ya (Budi).” 

Pernyataan yang disampaikan oleh Budi 
tersebut mengandung sebuah noema bahwa 
tidak ada proses sertifikasi atau pelatihan 
terlebih dahulu untuk seorang petugas yang 
akan diangkat menjadi petugas pemeriksa 
pajak. Pernyataan ini menunjukkan bah
wa seseorang yang diangkat menjadi petu
gas pemeriksa pajak adalah seseorang yang 
belum (atau bisa dikatakan tidak) memiliki 
kemampuan dalam melakukan pemeriksaan 
pajak. Kondisi yang demikian memaksa 
para petugas pemeriksa pajak untuk mem
pelajari secara mandiri prosedur pemerik
saan pajak yang sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku (noesis). Artinya, para petu
gas pemeriksa pajak akan berusaha untuk 
memahami prosedur pemeriksaan secara 
otodidak sehingga hasil pemeriksaan pajak 
adalah sebuah ketetapan pajak yang benar 
secara material dan kuat secara formal. Se
lain itu, Budi menyatakan bahwa konsulta
si dengan rekanrekan sejawat yang senior 
dapat membantu petugas pemeriksa pajak 
memperoleh pemahaman lebih mendalam 
mengenai tata cara pemeriksaan pajak (no-
esis). Diskusi dan belajar mandiri menjadi 
dua hal yang menguatkan petugas peme
riksa pajak dalam melakukan pemeriksaan 
karena petugas tersebut mendapatkan pe
mahaman mengenai tata cara pemeriksaan 
pajak yang memadai sehingga ketetapan pa
jak yang dihasilkan adalah ketetapan pajak 
yang berkualitas.

Pejabat FPP adalah pemeriksa pajak di 
lingkungan DJP yang memiliki kompetensi 
di bidang pemeriksaan sehingga merekalah 
yang seharusnya melakukan pemeriksaan. 
Kompetensi pejabat fungsional pemeriksa 
pajak selalu ditingkatkan setiap tahunnya. 
Hal tersebut disesuaikan dengan perkem
bangan permasalahan pemeriksaan pajak 
yang terjadi di lapangan. Adapun kompeten
si petugas pemeriksa pajak tidak dilakukan 
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pengembangan karena alasan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh P3 adalah pemeriksaan 
yang sifatnya “sederhana”. Pemeriksaan pa
jak merupakan suatu proses yang dilakukan 
untuk menguji kepatuhan pelaksanaan ke
wajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang 
membutuhkan keahlian. Adi memberikan 
pernyataannya mengenai hal ini sebagai 
berikut.

“Pemeriksaan pajak seharus nya 
hanya dilakukan oleh pejabat 
fungsional pemeriksa pajak. Hal ini 
dikarenakan merekalah yang telah 
mengikuti pelatihan di bidang pe
meriksaan dan dinyatakan secara 
formal bahwa mereka memiliki 
keahlian di bidang pemeriksaan. 
AR yang diangkat sebagai petugas 
pemeriksa pajak bukanlah pihak 
yang memiliki keahlian di bidang 
pemeriksaan karena tidak semua 
(bahkan mungkin tidak ada) AR 
yang te lah mengikuti pelatihan di 
bidang pemeriksaan. Sehingga, 
jika ada keberatan atau gugatan 
dari Wajib Pajak terkait keteta
pan pajak yang diterbitkan maka 
posisi AR sangatlah lemah karena 
AR tidak memiliki sertifikasi yang 
menunjukkan adanya keahlian di 
bidang pemeriksaan (Adi).”

Pernyataan Andi tersebut mengan dung 
sebuah noema yaitu pemeriksaan pajak se
harusnya hanya dilakukan oleh pejabat fung
sional pemeriksa pajak. Hal ini dikarenakan 
para pejabat tersebut telah mengikuti pelati
han di bidang pemeriksaan dan dinyatakan 
secara formal memiliki keahlian di bidang 
pemeriksaan (noesis). Dari pernyataan Andi, 
melalui proses epoche dapat diketahui bah
wa petugas pemeriksa pajak bukan merupa
kan pihak yang memiliki keahlian dalam 
bidang pemeriksaan karena sebagian besar 
AR belum mengikuti pelatihan di bidang pe
meriksaan. Pernyataan Andi tersebut juga 
menunjukkan bahwa pelatihan di bidang 
pemeriksaan adalah kegiatan yang seharus
nya diikuti oleh P3 sebelum pemeriksaan pa
jak dilakukan. Dari kegiatan tersebut para 
petugas pemeriksa pajak dapat memperoleh 
pengetahuan mengenai tata cara melakukan 
pemeriksaan pajak sehingga proses peme
riksaan dapat dilakukan sesuai dengan tata 
cara yang berlaku.

Para informan merupakan pegawai 
aktif yang bertugas di DJP dalam rentang 
waktu lebih dari 1 tahun. Artinya, para in
forman sudah cukup lama bertugas sebagai 
petugas pemeriksa pajak. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa seluruh informan 
memiliki kesamaan yang menjadi prinsip 
dalam melakukan pekerjaan. Para informan 
menyatakan bahwa setiap ada aturan yang 
diterbitkan oleh pimpinan (terlepas dari ban
yaknya hambatan dan kesulitan dalam men
erapkan peraturan tersebut) pasti akan sela
lu dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Hal 
tersebut juga menegaskan bahwa instruk
si pimpinan untuk menyelesaikan sebuah 
tugas yang diberikan adalah mandat yang 
harus dilaksanakan dengan sepenuh hati 
oleh para informan. Termasuk di dalamnya 
pemberian kewenangan tambahan kepada 
Account Representative untuk melakukan 
pemeriksaan pajak.

Sebagaimana telah dibahas pada ba
gian sebelumnya bahwa sebagian besar (ka
lau tidak bisa dibilang seluruhnya) Account 
Representative yang diangkat menjadi petu
gas pemeriksa pajak belum pernah mengi
kuti pendidikan serta pelatihan di bidang 
pemeriksaan pajak. Namun, para informan 
menyatakan bahwa hal tersebut tidak men
jadi masalah karena tugas tersebut merupa
kan instruksi pimpinan yang harus dilak
sanakan. Hal ini dijelaskan oleh Adi dalam 
pernyataan sebagai berikut.

“Setiap kantor pusat bikin atu
ran apa pun, apa pun alasannya, 
dan apa pun argumennya pada 
saat itu, kami pasti akan melak
sanakan aturan itu. Selama 14 
tahun saya bekerja, seperti apa 
pun aturannya, aturan tersebut 
tetap dilaksanakan. Adapun ke
sulitan yang mungkin dihadapi 
dalam pelaksanaan aturan terse
but, dikembalikan lagi kepada 
masingmasing pegawai bagaima
na caranya untuk menemukan 
solusinya (Adi).”

Pernyataan Adi tersebut mengandung 
sebuah noema yang menyatakan bahwa 
aturan apa pun yang diterbitkan oleh kantor 
pusat, para pegawai DJP pasti akan melak
sanakannya tersebut dengan sebaikbaik
nya. Apabila dalam melaksanakan aturan 
tersebut ternyata mengalami sebuah ham
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batan atau kesulitan, setiap pegawai harus 
mampu mencari cara untuk menemukan 
solusi yang dapat mengatasi hambatan terse
but. Pernyataan ini mengandung sebuah no-
esis yang menunjukkan upaya pegawai DJP 
untuk mencari solusi demi terlaksananya 
aturan yang sudah diterbitkan karena atur
an yang diterbitkan bagaikan mandat dari 
pimpinan kepada anak buah nya untuk 
dilaksanakan dengan sebaikbaik nya. Insti
tusi dan lokasi di mana regulasi diterapkan 
berpengaruh terhadap proses pengaturan 
ataupun legitimasi aturan dan praktik yang 
dihasilkan. Perubahan dalam proses penga
turan mempengaruhi peluang untuk kontrol 
demokratis dan legitimasi. Posisi umum da
lam literatur akuntansi adalah untuk me
meriksa kedua proses profesiona lisasidan 
peraturan akuntansi dan audit di dalam dan 
sekitar asosiasi profesional dan organisasi 
terkait, seperti badan pengatu ran standar.  
Horton & Wanderley (2018) dan Malmmose 
(2015) berpendapat bahwa ada nya firma 
profesional semakin penting dalam proses 
profesionalisasi dan pengaturan di mana 
pemeriksaan atas layanan profesional firma 
multinasional (saat ini dikenal sebagai Big 
4) dapat meningkatkan pemahaman profe
sionalisasi dan peraturan profesional.

Informaninforman lainnya juga mem
berikan pernyataan yang selaras dengan 
apa yang disampaikan oleh Adi di mana 
instruksi pimpinan (tersurat dalam aturan 
yang diterbitkan) adalah tugas yang harus 
dilaksanakan. Penjelasan terkait hal terse
but dapat dilihat dari beberapa pernyataan 
di bawah ini.

“Saya yakin mereka yang mem
buat aturan ini sudah memikir
kan segala risiko yang mungkin 
terjadi pada saat proses pemer
iksaan. Terkait SE 15 ini, risiko 
atas ketidakkerjakannya lebih 
besar daripada pemeriksaan itu 
berkualitas atau tidak. Jadi, yang 
penting dikerjakan terlebih dahu
lu dibandingkan kualitas hasil
nya. Kalau sudah diberi tugas, 
mau tidak mau dijalanin. Tapi 
tips dari saya, pasti saya akan 
kembali ke data konkret. Itu hal 
yang paling mudah, hal yang pa
ling minim risiko ketimbang saya 
harus melakukan analisis tanpa 
memiliki ilmu yang jelas mengenai 
dasar pemeriksaan, lalu mema

suk i proses yang rigid belum yang 
material. Itu menakutkan.” (Andi)

“Terkait pelaksanaan aturan SE 
15, karena sudah diterbitkan 
kita sebagai petugas di lapangan 
ya pasti akan melaksanakan SE 
tersebut.” (Budi)

 Pernyataanpernyataan yang disam
paikan para informan tersebut menunjuk
kan bahwa masalah yang dihadapi dalam 
pelaksanaan aturan (instruksi) yang diter
bitkan oleh pimpinan adalah hal yang ha
rus dicari solusinya sehingga tugas yang 
diperintahkan dapat diselesaikan dengan 
baik. Pengangkat an Account Representative 
menjadi petugas pemeriksa pajak yang tidak 
dibarengi dengan adanya pemberian pendi
dikan dan pelatihan di bidang peme riksaan 
pajak menimbulkan sebuah masalah bagi 
para petugas tersebut. Namun, mengi
ngat hal tersebut sudah menjadi kebijakan 
pimpinan, instruksi tersebut akan dilak
sanakan dengan sebaikbaiknya oleh para 
petugas tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya se
bagai petugas pemeriksa pajak, para infor
man akan menghadapi risiko yang mungkin 
muncul di hadapannya. Salah satu risiko 
yang biasa terjadi adalah adanya keberatan 
dari Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak 
terutang yang diterbitkan berdasarkan hasil 
pemeriksaan oleh P3. Hal ini menjadi per
hatian utama bagi petugas pemeriksa pajak 
tersebut karena risiko tersebut dapat mem
pengaruhi kinerja petugas pemeriksa pajak 
itu sendiri. Adanya permohonan keberatan 
yang disampaikan oleh Wajib Pajak dapat 
mempengaruhi kondisi psikologis petugas 
pemeriksa pajak yang kemudian mempe ng
aruhi kinerja petugas pemeriksa pajak itu 
sendiri.

Petugas pemeriksa pajak yang ada di 
DJP adalah petugas yang belum dibeka
li keahlian dalam melakukan pemeriksaan 
pajak sehingga tingkat risiko atas adanya 
keberatan dari Wajib Pajak atas ketetapan 
pajak terutang yang diterbitkan semakin be
sar. Namun, para petugas pemeriksa pajak 
akan berusaha untuk tetap melakukan pe
meriksaan pajak dengan risiko yang paling 
minim. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan 
dari Andi sebagai berikut.

“Tiap orang memiliki manajemen 
risikonya masingmasing. Ter
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masuk di antaranya manajemen 
rencana kasus. Kaya pemeriksaan 
berdasarkan SE 15 saya tidak 
ada, karena itu termasuk salah 
satu cara saya mengatur risiko 
pemeriksaan itu sendiri. Karena 
tidak menguasai, untuk peng
usulan saya hanya satu dan tidak 
disetujui. Setiap AR pasti akan 
mempertimbangkan kemampuan
nya masingmasing. Tidak mung
kin langsung mengusulkan pe
meriksaan tanpa melihat sebe rapa 
besar kemampuannya sendiri. 
Dia pasti mikir Indikator Kinerja 
Utama (IKU) saya sekian, kemu
dian ada tuntutan dari atasan 
atau atasannya atasan. Kita pasti 
berusaha mengatur cela agar ti
dak dimarahi atasan dan kerjaan 
kita bisa seprofesional mungkin 
(Andi).”

Pernyataan di atas mengandung se
buah noema bahwa setiap petugas peme
riksa pajak memiliki cara untuk mengatur 
risiko yang dihadapinya dalam proses pe
meriksaan pajak. Salah satu pertimbangan 
yang dijadikan dasar untuk mengatur risiko 
pemeriksaan adalah karena petugas peme
riksa pajak tidak menguasai teknis peme
riksaan pajak tersebut (noesis). Pernyata
an ini menunjukkan bahwa setiap petugas 
pemeriksa pajak akan melakukan peme
riksaan pajak sesuai dengan kemampuan
nya masingmasing. Perbedaan kemampuan 
dari masingmasing petugas pemeriksa pa
jak tentunya akan berpengaruh terhadap 
hasil pemeriksaan. P3 yang tidak memiliki 
kemampuan yang mumpuni akan melaku
kan pemeriksaan yang sederhana dengan 
melakukan pemilihan Wajib Pajak mana 
saja yang sekiranya tidak akan bermasalah 
jika diperiksa.

Pemeriksaan pajak menjadi salah satu 
pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para 
petugas pemeriksa pajak. Pekerjaan yang 
dilakukan tersebut akan dijadikan sebagai 
salah satu parameter dalam menilai kinerja 
petugas pemeriksa pajak tersebut. Adanya 
indikator kinerja utama (IKU) berupa target 
jumlah pemeriksaan yang harus dilakukan 
oleh petugas pemeriksa pajak akan sangat 
berpengaruh terhadap keputusan P3 untuk 
melakukan pemeriksaan pajak. Pernyata
an Andi di atas menunjukkan bahwa setiap 

petugas pemeriksa pajak akan berusaha un
tuk memenuhi IKU yang sudah ditetapkan 
(noesis). Hal ini mengakibatkan para petugas 
pemeriksa pajak akan berusaha semaksi
mal mungkin untuk dapat memenuhi target 
tersebut di tengah keterbatasan dan ham
batan yang menghadang. Budi juga menya
takan hal yang serupa yaitu sebagai berikut.

“AR baru tidak pernah melakukan 
proses pemeriksaan, karena ada 
IKU kita kerjakan karena itu akan 
mempengaruhi nilai kita nanti
nya. Untuk mencapai IKU itu, kita 
harus belajar lagi walaupun se
cara kewenangan itu bahasan lain 
ya (Budi).”

IKU menjadi pemicu utama dilakukan
nya sebuah pemeriksaan pajak oleh petugas 
pemeriksa pajak (noema). Petugas pemeriksa 
pajak akan berusaha semaksimal mungkin 
agar IKU tercapai karena hal tersebut sangat 
berpengaruh terhadap nilai kinerja setiap 
petugas pemeriksa pajak (noesis). Hambatan 
dan permasalahan yang ditemui dalam 
pelaksanaan tugas tersebut harus dicari 
solusinya agar seluruh permasalahan terse
but dapat diselesaikan dan tugas melakukan 
pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan 
baik. Para informan menyatakan bahwa 
pencarian solusi atas masalah yang timbul 
dalam proses pemeriksaan harus dilakukan 
oleh para informan itu sendiri dengan me
libatkan atasan informan tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa penyelesaian perma
salahan dan hambatan yang ada di dalam 
proses pemeriksaan pajak dilakukan secara 
mandiri oleh para informan dengan jalan 
yang paling baik melalui sebuah proses per
timbangan yang didukung oleh atasan para 
informan dimaksud.

P3 membutuhkan kemampuan yang 
mumpuni ketika melakukan pemeriksaan 
pajak terhadap Wajib Pajak. Kemampuan 
yang mumpuni tersebut menjadi latar be
lakang utama yang harus dimiliki oleh setiap 
P3. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, 
P3 memiliki kewenangan penuh untuk me
nentukan pajak terutang yang wajib dibayar 
oleh Wajib Pajak. Pelaksanaan kewenangan 
tersebut harus dilakukan oleh P3 yang telah 
mengikuti pelatihan di bidang pemeriksaan 
sehingga petugas tersebut memiliki kompe
tensi yang mumpuni. Hal tersebut dibuk
tikan dengan adanya sertifikat keahlian di 
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bidang pemeriksaan yang dimiliki oleh seti
ap petugas pemeriksa pajak setelah mengi
kuti pelatihan di bidang pemeriksaan pajak.

Profesionalisme dalam pemeriksaan pa
jak ditunjukkan dengan proses pemeriksaan 
sesuai dengan tahapan yang telah diatur da
lam aturan perundangundangan yang ada. 
Petugas pemeriksa pajak harus mempela
jari terlebih dahulu aturanaturan peme
riksaan agar proses pemeriksaan berjalan 
sebagaimana mestinya. Risiko yang mun
cul dalam proses pemeriksaan pajak harus 
mampu diminimalisasi oleh petugas peme
riksa pajak dengan melakukan manajemen 
rencana kasus. Petugas pemeriksa pajak ha
rus memiliki pertimbangan yang kuat dalam 
menentukan Wajib Pajak mana saja yang 
perlu diperiksa. Pemeriksaan pajak me
rupakan sebuah tugas yang harus dijalan
kan oleh P3 yang tercantum dalam sebuah 
aturan. Aturan tersebut harus dilaksanakan 
oleh petugas pemeriksa pajak dengan se
baikbaiknya karena aturan yang diberikan 
adalah instruksi pimpinan yang wajib untuk 
dijalankan. Kelemahankelemahan yang di
miliki oleh aturan pemeriksaan pajak harus 
dikesampingkan karena petugas pemerik
sa pajak harus mengerjakan dulu instruksi 
pimpinan yang telah tercantum dalam atu
ran yang dibuat.

Tahap akhir analisis penelitian feno
menologi adalah tahapan mencari esensi 
objek penelitian berdasarkan noema, noesis, 
tema, serta korelasi di antara masingmas
ing unsur fenomena tersebut (eidetic reduc-
tion). Makna profesionalisme tidak hanya 
berkaitan dengan adanya kompetensi yang 
harus dipenuhi oleh seorang pekerja dalam 
menyelesaikan pekerjaannya. Hasil peneli
tian terhadap para petugas pemeriksa pajak 
menunjukkan bahwa makna profesiona l
isme mengalami perkembangan seiring de
ngan adanya hambatan dan kesulitan dalam 
menyelesaikan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak. Esensi pertama yang diketahui dari 
penelitian ini adalah petugas pemeriksa pa
jak harus mengadakan kemampuan dalam 
melakukan pemeriksaan pajak. Sebagian 
besar petugas pemeriksa pajak adalah petu
gas yang belum memiliki kemampuan da
lam melakukan pemeriksaan pajak sehingga 
mereka harus memiliki kemampuan terlebih 
dahulu sebelum melakukan pemeriksaan 
pajak. Tujuan dari adanya kemampuan pe
meriksaan pajak adalah agar proses peme

riksaan berjalan sesuai dengan tata cara 
yang berlaku serta menghasilkan ketetapan 
pajak yang berkualitas.

Esensi yang kedua adalah bahwa pe ng
alaman yang dimiliki menjadi senjata peng
ganti yang efektif. Petugas pemeriksa pajak 
yang memiliki kemampuan dalam melaku
kan pemeriksaan pajak adalah petugas yang 
ideal. Namun, para informan me nyatakan 
bahwa pengalaman melakukan audit juga 
dapat menjadi senjata pengganti yang efektif 
dalam melakukan pemeriksaan pajak. Pada 
prinsipnya proses pemeriksaan pajak dan 
pemeriksaan laporan keuangan tidak memi
liki perbedaan yang begitu mencolok. Petu
gas pemeriksa pajak yang sudah memiliki 
pengalaman memeriksa laporan keuangan 
tidak akan mengalami hambatan yang ter
lalu berarti ketika melakukan pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak walaupun penyesuaian 
pengetahuan tetap perlu dilakukan. Keti
ga, esensi yang diketahui dari penelitian ini 
adalah bahwa sertifikat bukanlah lembaran 
kertas tanpa makna. Sertifikat di bidang pe
meriksaan pajak menunjukkan bahwa pemi
liknya memiliki keahlian dalam melakukan 
pemeriksaan pajak sesuai dengan tata cara 
yang berlaku. Petugas peme riksa pajak yang 
ada di DJP sebagian besar (jika tidak boleh 
dikatakan seluruhnya) adalah petugas yang 
belum memiliki sertifikat di bidang pemerik
saan pajak. Para informan menyatakan sert
ifikasi merupakan hal penting dalam memit
igasi risiko yang mung kin terjadi dalam 
proses pemeriksaan yang dilakukan oleh P3.

Esensi keempat yang dapat dipaha
mi dari penelitian ini adalah bahwa diskusi 
dengan rekanrekan sejawat yang lebih se
nior serta belajar secara mandiri mengenai 
tata cara pemeriksaan pajak merupakan 
dua hal yang saling menguatkan kemam
puan para petugas pemeriksa pajak. Para 
petugas pemeriksa pajak menyadari bah
wa kemampuan melakukan pemeriksaan 
pajak adalah hal penting dalam proses pe
meriksaan pajak sehingga segala cara perlu 
dilakukan untuk mendapatkan kemampuan 
tersebut tanpa menunggu adanya kebijakan 
dari pimpinan. Diskusi dan belajar mandiri 
menjadi jalan yang dipilih para P3 dengan 
tujuan untuk memperoleh pemahaman yang 
mendalam mengenai prosedur pemeriksaan 
pajak. Sebagai imbasnya, hasil pemerik
saan yang dilakukan berupa ketetapan pa
jak yang terutang merupakan hasil yang 
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berkualitas dari segi formal dan segi materi
al. Yang kelima, esensi yang bisa ditangkap 
dalam penelitian adalah bahwa para petugas 
pemeriksa pajak memiliki dua prinsip utama 
yaitu aturan di buat untuk dilaksanakan dan 
tugas diberikan untuk diselesaikan. Prinsip 
utama ini menjadi dasar bagi para P3 da
lam melakukan pemeriksaan pajak sesuai 
dengan tata cara yang berlaku. Hasil pene
litian menunjukkan bahwa apa pun aturan 
yang dibuat serta apa pun tugas yang dipe
rintahkan, para petugas pemeriksa pajak 
akan berusaha semaksimal mungkin untuk 
menyelesaikan tugas tersebut di tengah ke
terbatasan yang ada.

Esensi terakhir dalam penelitian ini ada
lah bahwa setiap petugas pemeriksa pajak 
memiliki manajemen risiko atas pekerjaan
nya masingmasing. Kemampuan dan latar 
belakang yang berbeda para petugas peme
riksa pajak akan berimbas pada bagaimana 
masingmasing dari mereka menyelesaikan 
pemeriksaan pajak. Petugas pemeriksa pa
jak yang tidak memiliki latar belakang yang 
sesuai akan berusaha untuk melakukan pe
meriksaan terhadap Wajib Pajak yang minim 
risikonya. Adapun petugas pemeriksa pajak 
yang memiliki kemampuan lebih, akan men
coba menggunakan kemampuannya untuk 
melakukan pemeriksaan yang sifatnya le bih 
rumit daripada yang biasa dilakukan oleh 
petugas pemeriksa pajak pada umumnya.

Profesionalisme mengandung penger
tian bahwa dalam menjalankan pekerjaan, 
pimpinan beserta seluruh elemen di lingku
ngan Kementerian Keuangan melakukan se
cara sempurna serta tepat sasaran berdasar
kan pada kompetensi terbaik, bertanggung 
jawab, serta memiliki komitmen yang ting
gi. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/
KMK.01/2011 tentang NilaiNilai Kementeri
an Keuangan (KMK 312/2011). Profesional
isme itu sendiri memiliki dua perilaku uta
ma yang wajib dijalani antara lain memiliki 
kompetensi dan wawasan yang mumpuni 
serta bekerja menggunakan hati. Hasil pe
nelitian menunjukkan bahwa para petugas 
pemeriksa pajak belum memiliki kemam
puan dalam melakukan pemeriksaan pajak 
sehingga kemampuan tersebut harus diada
kan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan 
pajak dilakukan. Hal ini perlu dilakukan 
agar pe rilaku utama dari nilai profesional
isme dapat diimplementasikan dalam proses 
pemeriksaan pajak. Petugas pemeriksa pa
jak berusaha untuk memiliki kemampuan 

dalam pemeriksaan pajak bukan melalui se
buah pendidikan dan pelatihan melainkan 
menggunakan cara lain yang bisa dilakukan. 
Kemampuan melakukan pemeriksaan pajak 
menjadi hal yang sangat diperhatikan agar 
tujuan pemeriksaan pajak dalam menghasil
kan ketetapan pajak yang berkualitas dapat 
terwujud.

Freidson (2001) menjelaskan bahwa 
profesionalisme adalah seperangkat insti
tusi yang memberikan kesempatan kepada 
para anggota dari sebuah pekerjaan untuk 
mencari penghasilan sembari mengenda
likan kualitas pekerjaan yang mereka laku
kan. Nilai profesionalisme yang tercantum 
dalam KMK 312/2011 adalah alat kendali 
yang digunakan oleh para pegawai Kemen
terian Keuangan dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya. Dengan adanya alat kenda
li tersebut, hasil pekerjaan yang diberikan 
oleh para pegawai Kementerian Keuangan 
dapat menjadi pendukung tercapainya visi 
dan terlaksananya misi instansi.

Nilai profesionalisme di dalam Ke
menterian Keuangan dapat dicapai dengan 
berperilaku sesuai ketentuan yang ada yai
tu bekerja dengan hati. Tidak dimilikinya 
kemampuan di bidang pemeriksaan pajak 
menjadi sebuah hambatan bagi petugas pe
meriksa pajak dalam melakukan pemerik
saan pajak. Namun, pengalaman melaku
kan pemeriksaan laporan keuangan dapat 
menjadi senjata pengganti yang efektif ke
tika peme riksaan pajak dilakukan. Proses 
pemeriksaan antara pemeriksaan laporan 
keuangan dan pemeriksaan pajak yang tidak 
begitu berbeda menjadi salah satu alasan 
mengapa petugas pemeriksa pajak (terutama 
yang memiliki pengalaman memeriksa lapo
ran keuangan) tidak gentar dalam melaku
kan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. 
Pengalaman seseorang dapat dijadikan se
bagai sebuah alat pengganti yang efektif 
dalam melakukan pemeriksaan sehingga 
proses pemeriksaan pajak yang dilakukan 
menghasilkan sebuah ketetapan pajak yang 
berkualitas.

Keahlian seseorang dalam melaku
kan sesuatu biasanya ditunjukkan dalam 
sebuah lembaran kertas yang menjelaskan 
bahwa pemilik kertas tersebut adalah se
seorang yang memiliki keahlian tertentu. 
Lembaran kertas ini dinamakan sertifikat. 
Sesuai dengan nilai profesionalisme dalam 
Kementerian Keuangan ditegaskan bahwa 
pegawai yang profesional adalah pegawai 
yang memiliki keahlian. Petugas pemeriksa 
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pajak seharusnya memang memiliki serti
fikat yang menyatakan bahwa petugas yang 
bersangkutan telah memiliki keahlian di 
bidang pemeriksaan pajak. Hal ini dimak
sudkan untuk memperkuat ketetapan pajak 
yang dihasilkan adalah sebuah ketetapan 
pajak yang memang berasal dari proses pe
meriksaan pajak yang profesional bukan ha
nya berdasarkan naluri petugas pemeriksa 
pajak semata.

Keahlian menjadi sebuah hal penting 
yang wajib dimiliki oleh seorang pegawai Ke
menterian Keuangan ketika melaksanakan 
tugasnya. Nilai profesionalisme yang ditetap
kan dalam Keputusan Menteri Keuangan 
menunjukkan hal tersebut. Para petugas 
pemeriksa pajak yang diberi tugas untuk 
melakukan pemeriksaan pajak merasa ti
dak memiliki keahlian yang dimaksud da
lam Keputusan Menteri Keuangan tersebut 
sehingga nilai profesionalisme belum bisa 
dijalankan. Namun, para petugas tersebut 
berusaha untuk memiliki keahlian tersebut 
dengan berbagai macam cara. Cara yang u
mumnya dilakukan petugas pemeriksa pajak 
tersebut ada dua macam yaitu diskusi de
ngan rekanrekan sejawat yang lebih senior 
dan belajar secara mandiri. Diskusi dengan 
rekan yang lebih senior dilakukan dengan 
tujuan untuk memperoleh pengetahuan di 
bidang pemeriksaan pajak sehingga proses 
pemeriksaan dapat dilakukan sesuai dengan 
tata cara yang berlaku. Rekanrekan yang 
lebih senior memiliki pengalaman yang lebih 
banyak karena terlebih dahulu melakukan 
pemeriksaan pajak sehingga pengalaman 
yang dialami tersebut dapat menjadi pelaja
ran bagi petugas pemeriksa pajak yang baru 
dalam melakukan pemeriksaan pajak.

Selain itu, petugas pemeriksa pajak 
ber usaha memahami tata cara pemeriksaan 
dengan melakukan belajar secara mandi
ri atau yang biasa disebut dengan pembe
lajaran autodidak. Para petugas pemeriksa 
pajak menggunakan cara yang kedua ini 
untuk mendapatkan keahlian pemeriksaan 
pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan 
pajak sesuai dengan tata cara yang berlaku. 
Hasil pembelajaran secara mandiri tersebut 
diharapkan dapat menunjang petugas pe
meriksa pajak dalam menghasilkan sebuah 
ketetapan pajak yang berkualitas baik dari 
segi formal maupun dari segi materiilnya.

Detzen (2018) dan Freidson (2001) 
menjelaskan bahwa profesionalisme tidak 
mungkin akan muncul kecuali setiap peker
ja mempercayai bahwa tugastugas yang 

dilakukannya memiliki perbedaan dengan 
tugastugas yang dilakukan oleh pekerja 
yang tidak menjalankan perangkat tersebut. 
Para informan memberi penjelasan bahwa 
pengangkatan Account Representative men
jadi petugas pemeriksa pajak merupakan 
pemberian tugas tambahan dari pimpinan 
yang harus dilaksanakan. Artinya, dengan 
diangkatnya seorang Account Representative 
menjadi petugas pemeriksa pajak bertam
bahlah tugas yang harus diemban seorang 
Account Representative. Namun, para infor
man menyatakan bahwa instruksi pimpinan 
tetap harus dilaksanakan sebaik mungkin 
walaupun instruksi tersebut sangat mem
beratkan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa para informan tetap melaksanakan 
tugas tambahan yang diberikan oleh 
pimpinan. Pelaksanaan tugas tersebut tetap 
dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan 
yang berlaku di bidang pemeriksaan sehing
ga hasil pemeriksaan adalah ketetapan pa
jak yang berkualitas.

Seperti yang telah diketahui pada ba
gian sebelumnya, hampir sebagian besar 
informan tidak memiliki keahlian di bidang 
pemeriksaan. Para informan yang bertugas 
di KPP ini juga tidak ada yang pernah mengi
kuti pendidikan dan pelatihan terkait pe
meriksaan pajak karena memang organisasi 
tidak menyediakan kegiatan tersebut. Hal 
ini mengakibatkan para informan berusaha 
dengan kesadaran sendiri untuk mempela
jari bagaimana proses pemeriksaan pajak 
itu dilakukan. Usaha yang dilakukan oleh 
para informan untuk mendapatkan pengeta
huan di bidang pemeriksaan sebelum terjun 
melakukan pemeriksaan pajak memiliki tu
juan agar ketetapan pajak yang diterbitkan 
tidak batal secara hukum. Selain itu, para 
informan mempelajari bagaimana proses 
pemeriksaan dilakukan adalah untuk mem
bangun rasa kepercayaan diri ketika ber
hadapan dengan Wajib Pajak dalam proses 
pemeriksaan.

Peneliti sendiri juga mengalami kondi
si yang sama dengan para informan di atas. 
Pada saat awal ditugaskan untuk melaku
kan pemeriksaan, peneliti bertanyatanya 
mengapa seseorang yang tidak mengetahui 
proses pemeriksaan secara detail langsung 
ditugaskan untuk memeriksa Wajib Pajak. 
Terlebih lagi pada saat itu, setiap Account 
Representative memiliki target yang harus 
dipenuhi terkait jumlah pemeriksaan yang 
telah dilakukan. Sebagai efeknya, peneli
ti berusaha untuk mempelajari bagaimana 
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proses pemeriksaan pajak dilakukan agar 
hasil pemeriksaan memadai. Peneliti juga 
berdiskusi dengan rekanrekan Account Re-
presentative senior untuk menanyakan apa 
saja yang harus dilakukan dalam proses pe
meriksaan. Semua itu dilakukan agar peker
jaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang 
memadai dan dapat mendukung tercapainya 
tujuan kantor.

Setiap petugas pemeriksa pajak harus 
memiliki kemampuan dan latar belakang di 
bidang pemeriksaan. Hal ini dikarenakan 
adanya kewenangan penuh yang diberikan 
oleh undangundang bahwa petugas peme
riksa pajak dapat menentukan pajak ter
utang bagi Wajib Pajak. Kemampuan dan 
latar belakang pemeriksaan ini dapat diben
tuk dengan adanya pelatihan yang diikuti 
dengan adanya proses sertifikasi dan akh
irnya akan terwujud sebuah kompetensi pe
meriksaan yang dimiliki oleh setiap petugas 
pemeriksa pajak. Proses pemeriksaan pajak 
telah diatur dalam sebuah aturan perun
dangundangan di mana pemeriksaan pajak 
terdiri dari beberapa tahapan. Petugas pe
meriksa pajak harus mempelajari atu ran
aturan tersebut sehingga risiko pemeriksaan 
dapat diketahui dan petugas memiliki per
timbangan yang kuat dalam melakukan pe
meriksaan pajak. Aturan pemeriksaan pajak 
harus dilaksanakan dan dikerjakan terlebih 
dahulu walaupun dalam aturan tersebut 
terdapat berbagai kelemahan. Hal ini dikare
nakan aturan adalah instruksi pimpinan 
yang wajib dijalankan oleh para bawahan
nya.

Dari keseluruhan hasil penelitian tam
pak bahwa para informan (termasuk peneli
ti di dalamnya) memiliki pemaknaan nilai 
profesionalisme yang tidak berbeda dengan 
apa yang sudah tercantum di dalam KMK 
312/2011. Evetts (2013), Edgley, Sharma, 
& AndersonGough (2016), dan Mulia (2012) 
memberikan penjelasan mengenai penting
nya pemahaman profesionalisme sebagai 
suatu sistem nilai dan ideologi menjadi se
buah wacana penting di dalam organisasi 
modern dan institusi lainnya. Ideologi dari 
profesionalisme muncul pada sekelom
pok pekerja dan praktisi mencakup aspek 
kepemilikan eksklusif atas sebuah keahlian 
atau pengetahuan. Penjelasan tersebut se
jalan dengan pemikiran peneliti dan para in
forman yaitu bahwa profesionalisme adalah 
suatu sistem nilai yang menunjukkan pen
tingnya sebuah keahlian dan pengetahuan 

atas sebuah pekerjaan. Tanpa adanya keah
lian dan pengetahuan tersebut, hasil sebuah 
pekerjaan yang diberikan dapat diragukan 
kualitasnya sehingga akan mempengaruhi 
kepercayaan para pengguna hasil pekerjaan 
tersebut.

Para informan (termasuk peneliti) be
rusaha untuk mendapatkan keahlian dan 
pengetahuan di bidang pemeriksaan demi 
menunjang terlaksananya proses pemerik
saan pajak yang profesional. Keahlian dan 
pengetahuan tersebut didapatkan dengan 
melakukan diskusi bersama rekanrekan 
sejawat yang telah melakukan pemerik
saan terlebih dahulu ataupun belajar secara 
otodidak. Hal ini dilakukan agar para infor
man (dan peneliti) memperoleh pengetahuan 
yang cukup (walaupun mungkin belum 
memadai) mengenai pemeriksaan sehingga 
proses pemeriksaan pajak dapat dijalankan 
sebaik mungkin sesuai dengan nilai profe
sionalisme yang ada di Kementerian Keuan
gan. Petugas pemeriksa pajak yang ada di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak beru
saha menerapkan nilai profesionalisme den
gan semaksimal mungkin. Hal ini tidak han
ya bertujuan untuk melaksanakan perintah 
dari pimpinan instansi, tetapi juga untuk 
menunjukkan kepada para Wajib Pajak bah
wa proses pemeriksaan pajak yang dilaku
kan adalah proses yang sesuai dengan tata 
cara yang berlaku. Dengan demikian, tidak 
ada Wajib Pajak yang merendahkan petugas 
pemeriksa pajak karena proses pemeriksaan 
pajak dilakukan dengan bertanggung jawab 
disertai komitmen yang tinggi. Selain itu, 
ketetapan pajak yang diterbitkan dari hasil 
pemeriksaan pajak oleh petugas pemeriksa 
pajak adalah ketetapan yang baik dari segi 
formal maupun materiilnya.

Pemaknaan profesionalisme dari petu
gas pemeriksa pajak berdasarkan keseluru
han hasil penelitian tersebut tidak hanya 
selaras dengan teori yang dijelaskan oleh Fre
idson (2001) dan Evetts (2013). Namun, se
laras juga dengan pendefinisian profesional
isme yang tercantum dalam KMK 312/2011. 
Hal ini ditunjukkan dari adanya usaha yang 
dilakukan para informan (dan peneliti) un
tuk memperoleh keahlian dan pengetahuan 
dengan melakukan diskusi terkait taha
pan proses pemeriksaan pajak baik dengan 
rekanrekan lain yang lebih berpengalaman 
maupun belajar secara otodidak. Selain itu, 
hasil penelitian juga menunjukkan defini
si kata “profesional” dalam kaitannya den
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gan pemeriksaan pajak. Para informan me
nyampaikan bahwa pemeriksaan pajak yang 
dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak su
dah profesional karena sesuai dengan tata 
cara yang berlaku. Artinya, bahwa pemerik
saan yang profesional adalah pemeriksaan 
yang sesuai dengan tata cara yang berlaku 
walaupun pihak yang melakukan pemerik
saan tidak memiliki kemampuan dan keah
lian dalam melakukan pemeriksaan.

SIMPULAN
Hasil penelitian terhadap petugas pe

meriksa pajak di lingkungan Direktorat Jen
deral Pajak menunjukkan bahwa profesion
alisme memiliki makna yang tidak berbeda 
jauh dengan teori yang ada dan selaras de
ngan definisi yang dicantumkan di dalam 
KMK 312/2011. Para informan berusaha 
untuk melakukan pemeriksaan pajak secara 
profesional walaupun tidak memiliki keah
lian di bidang pemeriksaan. Keahlian para 
informan (termasuk di dalamnya peneliti) 
didapatkan dengan cara melakukan disku
si mendalam dengan pejabat fungsional 
pemeriksa pajak atau rekanrekan sejawat 
yang lebih senior untuk memperoleh penge
tahuan mengenai proses pemeriksaan. Se
lain itu, para informan juga memaknai pro
fesionalisme peme riksaan yang ditunjukkan 
dengan dilakukannya proses pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak sesuai dengan tata 
cara yang berlaku. Sepanjang proses peme
riksaan terhadap Wajib Pajak tersebut su
dah sesuai dengan tata cara yang berlaku, 
proses pemeriksaan tersebut sudah profe
sional. 

Dari penjelasan tersebut dapat didefi
nisikan sebuah makna baru dari profesio
nalisme dalam pemeriksaan pajak yaitu 
proses pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 
telah dilakukan sesuai dengan tata cara 
yang berlaku. Segala pekerjaan yang dilaku
kan sesuai dengan tata cara yang berlaku 
adalah pekerjaan yang profesional tanpa me
lihat apakah pihak yang melakukan peker
jaan memiliki kemampuan dan keahlian. 
Implikasi atas adanya makna baru dari kata 
“profesionalisme” ini dapat mengembang
kan bagaimana sebuah profesi dikembang
kan. Dalam artian, sebuah profesi dikatakan 
profesional jika pekerjaan tersebut memiliki 
sebuah prosedur tertulis yang lengkap serta 
menunjukkan apa saja yang perlu dilakukan 
oleh para pekerjanya.

Hasil penelitian terkait pemaknaan 
profesionalisme dalam diri Petugas Peme

riksa Pajak diharapkan dapat menjadi ba
han informasi bagi pengambil kebijakan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk 
mengambil kebijakan terkait pemeriksaan 
pajak yang dilakukan oleh petugas pemerik
sa pajak. Peneliti berharap bahwa pimpinan 
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
dapat lebih memberikan tambahan perha
tian kepada para petugas pemeriksa pajak 
dengan mengadakan pelatihan di bidang pe
meriksaan sebagai bekal bagi para petugas 
tersebut sebelum melakukan pemeriksaan. 
Penelitian selanjutnya dapat dilakukan den
gan jenis penelitian kualitatif yang menggu
nakan pendekatan kritis. Peneliti dapat me
nelaah secara kritis kebijakan penunjuk kan 
petugas pemeriksa pajak untuk melakukan 
pemeriksaan pajak.
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